
OPTIMALISASI PENGELOLAAN JDIH 
& RELEVANSINYA TERHADAP 

PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM
BIRO HUKUM, SEKRETARIAT JENDERAL
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JDIH merupakan sistem nasional yang

berfungsi menyediakan dokumentasi

hukum yang tertib, terpadu, dan
berkesinambungan

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal



• Penerapan asas fiksi hukum

tanpa disertai keterbukaan & 

ketersediaan informasi hukum

berpotensi menimbulkan

ketidakadilan. 

• Oleh karena itu, keberadaan

JDIH menjadi sangat relevan

JDIH yang optimal akan:
1.Menjamin akses cepat & akurat

terhadap peraturan yg berlaku.
2.Meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat.
3.Memberikan dasar legitimasi bagi

penerapan asas fiksi hukum.
4.Mencegah kesenjangan

pengetahuan hukum antara
penyelenggara negara & warga
negara.
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ASAS FIKSI HUKUM
(IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT)

Prinsip absolut dalam hukum positif

ketidaktahuan terhadap hukum
bukan alasan yg sah utk

menghindari tanggung jawab
hukum. 

Kendala belum optimalnya
pengelolaan JDIH, keterpencilan

geografis, atau rendahnya kualitas
SDM, secara normatif tidak dpt

dijadikan sbg alasan pemaaf
maupun pembenar dlm konteks

pertanggungjawaban hukum.

Namun pendekatan hukum materil & teori keadilan sosial menggarisbawahi bahwa dlm praktiknya, 
hakim atau APH dpt mempertimbangkan hambatan tsbt sbg alasan meringankan (alasan humanis) atau
dlm konteks administratif, dpt menjadi dasar utk memperbaiki sistem pelayanan hukum.
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TAHUN 2021 TAHUN 2022
“Website JDIH Kemendesa masih menggunakan
awalan Http dalam mengakses website, dalam hal
ini JDIH Kemendesa rentan atas serangan cyber”

“Website JDIH Kemendesa sudah menggunakan
Https untuk peningkatkan keamanan data, serta
pembaharuan tampilan website”

PENGEMBANGAN JDIH KEMENDESA
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TAHUN 2023 TAHUN 2024
•“Terjadi gangguan pada beberapa fitur dan
bug, serta lambatnya saat mengakses
website”

•“Penambahan fitur baru, sudah meningkatnya
kecepatan saat mengakses website JDIH
Kemendesa”

PENGEMBANGAN JDIH KEMENDESA
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62
DWI TUNGGA

81
EKA ACALAPATI

87
EKA ACALAPATI

90
EKA ACALAPATI

PENILAIAN JDIH KEM ENDESA PDTT

HASIL PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM KEMENDESA PDT

2020 2021 2022 2023

Ketegori Penilaian:

1. DWI TUNGGA (51-75)

2. EKA ACALAPATI (76-100)



NO TAHUN 
PENILAIAN NILAI KATEGORI KET

1. Tahun 2020 62 DWI TUNGGA
1. Kurang lengkapnya Produk Hukum
2. Saat mengakses website terjadi loading yang lama
3. Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

2. Tahun 2021 81 EKA ACALAPATI 1. Pengembangan tampilan pada website JDIH Kemendesa
2. Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

3. Tahun 2022 87 EKA ACALAPATI
1. Melengkapi beberapa Produk Hukum yang belum tersedia
2. Konsisten dalam Sosialisasi Produk Hukum melalui Sosial Media JDIH
Kemendesa

3. Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

4. Tahun 2023 90 EKA ACALAPATI

1. Membuat Brosur JDIH Kemendesa untuk mempromosikan di ruang
Informasi Publik Kementerian Desa dan PDTT

2. Benchmarking di beberapa Lokasi Kementerian/Lembaga untuk
perbandingan dalam pengembangan JDIH Kemendesa

3. Membuat Ruang Pojok Baca JDIH Kemendesa
4. Pengembangan tampilan website JDIH Kemendesa
5. Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

RINCIAN PENGEMBANGAN JDIH KEMENDESA 
DALAM PENILAIAN JDIH AWARD



PROGRES JDIH KEMENDESA 
TAHUN 2025

Terjadinya
perubahan sesuai
dengan Keputusan 
Presiden Nomor
133/P Tahun 2024

Pendaftaran ulang
Integrasi ke JDIHN 
pasca pemisahan
JDIH Kementerian 
Desa dan PDT serta
Kementerian 
Transmigrasi

Perubahan beberapa 
bagian pada website 
JDIH seperti nama 
dan Logo 
Kementerian

Percepatan adaptasi
JDIH Kemendesa
PDT agar dapat
bersaing dengan
Kementerian/ 
Lembaga lainnya di 
Tahun 2025
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NO PRODUK HUKUM KET
1. Undang-Undang 17
2. Pengganti UU (PERPU) 1
3. Peraturan Pemerintah 14
4. Peraturan Presiden 12
5. Keputusan Presiden 4
6. Peraturan Menteri Desa 252
7. Keputusan Menteri Desa 172
8. Instruksi Menteri Desa 4
9. Surat Edaran 32
10. Surat Keputusan 51
11. MoU 200

JUMLAH PRODUK HUKUM YANG ADA DI 
JDIH KEMENDESA PDT

KETERANGAN:
• Dari sejumlah produk hukum itu, yang sering dilihat dan diunduh adalah Peraturan Menteri Desa dan PDT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
• Selain terintegrasi dengan BPHN, search engine JDIH kementerian desa PDT juga memiliki fitur tautan link ke 14 JDIH Kementerian/Lembaga, dan tidak tertutup

kemungkinan dapat menambahkan tautan link JDIH Provinsi Jawa Barat.



1
Permendes PDT No. 1 
Tahun 2024 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal

2
Permendes PDT No. 2 
Tahun 2024 
Tentang Petunjuk Operasional Atas 
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025

3
Permendes PDT No. 1 
Tahun 2025 
Tentang Logo Kementerian Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Penggunaannya

4
Permendes PDT No. 2 
Tahun 2025
Tentang Klasifikasi Arsip di 
Lingkungan Kementerian Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal

6
SE Menteri No. 6 Tahun
2025
Tentang Petunjuk Teknis Percepatan
Pelaksanaan Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih

5
Permendes PDT No. 3 
Tahun 2025
Tentang Pedoman Umum Pendamping 
Masyarakat Desa

PRODUK HUKUM TERBARU
Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal



KENDALA DAN TANTANGAN 
PENGELOLAAN JDIH

Terbatasnya SDM 
pengelola yg 
memiliki 
kompetensi 
hukum & 
teknologi

Infrastruktur 
Teknologi 
Informasi Belum 
Merata

Kurangnya 
komitmen 
pimpinan untuk 
mendukung 
penguatan JDIH.

Integrasi antar 
instansi/UKE 
yang belum 
optimal.
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Strategi Optimalisasi Pengelolaan JDIH al: 

Penguatan

kapasitas SDM 
melalui

pelatihan
teknis dan 

hukum.

Penetapan uke 

pengelola JDIH 
secara 

struktural.

Peningkatan 

anggaran dan 
dukungan 

kelembagaan.

Integrasi JDIH 
dalam sistem 
perencanaan 

dan 
pengambilan 

kebijakan dan 
SPBE

Perlunya 

integrasi JDIH 
dengan 

layanan publik 
di daerah 

terpencil.

Perlunya 

affirmative 
action utk 

Pokmas dg 
hambatan 

akses hukum.

Pentingnya 
edukasi hukum 
berbasis 

komunitas 
(paralegal, 

penyuluh 
hukum, dll).
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Optimalisasi pengelolaan JDIH merupakan langkah
strategis dalam memperkuat penerapan asas fiksi hukum
yang adil.

Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses oleh
publik akan mendukung pemahaman hukum yang merata
dan memperkecil kemungkinan pelanggaran karena
ketidaktahuan.

Meskipun keterbatasan akses hukum tidak menjadi alasan
pemaaf atau pembenar secara formil, negara tetap
bertanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses
informasi hukum sebagai bagian dari keadilan prosedural
dan perlindungan hak asasi warga negara.KE
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TERIMA KASIH


